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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengenai pola penalaran hakim dalam membedakan aspek etika, disiplin 

profesi, dan hukum dalam kasus medik, berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat dua pola penalaran hakim dalam 

membedakan aspek hukum dari etika dan disiplin profesi. Pertama, 

“Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Secara Tegas dari Etika dan 

Disiplin Profesi”. Artinya, Kelompok Hakim ini berpandangan bahwa 

dalam penyelesaian kasus medik, hukum harus dipisahkan secara tegas 

dari etika dan disiplin profesi. Dipisahkannya hukum dari aspek-aspek non 

hukum (dhi. etika dan disiplin profesi) lebih dimaksudkan untuk menjaga 

netralitas dan objektivitas hakim dalam mengadili dan memutus kasus 

medik. Dengan demikian, hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta 

hukum yang diungkap dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan 

dari aspek etika dan disiplin profesi yang diajukan oleh para pihak, 

bukanlah hal yang relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan akhir. Kedua, “Kelompok Hakim yang Memisahkan 

Hukum Tidak Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi”. Artinya, 

Kelompok Hakim ini berpandangan bahwa secara prinsip hukum memang 

seharusnya dipisahkan dari etika dan disiplin profesi. Namun, Kelompok 

Hakim ini juga menyadari bahwa profesi hakim tidak memiliki 

kompetensi keilmuan yang memadai untuk menilai/menguji apakah 

tindakan medis yang dilakukan oleh dokter telah sesuai/tidak sesuai 

dengan standar profesi maupun disiplin keilmuan kedokteran. Maka dari 

itu, hakim memerlukan bantuan dari etika dan disiplin profesi untuk 

menjustifikasi apakah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter telah 
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sesuai dengan standar profesi dan disiplin keilmuan kedokteran yang 

berlaku. Masuknya pertimbangan etika maupun disiplin profesi dapat 

memberikan tambahan informasi pada hakim agar dapat lebih bijak dan 

adil dalam menjatuhkan putusan akhir atas kasus medik yang terjadi. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa “Kelompok Hakim yang Memisahkan 

Hukum Tidak Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi” lebih 

mendominasi pola penalaran hakim-hakim di Indonesia dalam 

menyelesaikan kasus medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. 

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi etika dan disiplin 

profesi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia, telah 

disadari oleh mayoritas hakim yang mengadili kasus medik. 

2. Terdapat keberagaman pola penalaran hakim dalam memaknai hubungan 

antara etika, disiplin profesi, dan hukum pada tiap lingkungan peradilan 

(baik dalam peradilan perdata, tata usaha negara, maupun pidana). 

Mengenai pola penalaran hakim dalam memaknai hubungan antara etika, 

disiplin profesi, dan hukum dalam kasus medik serta konsekuensi yang 

ditimbulkan dari hubungan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa “Kelompok Hakim yang Memisahkan Hukum Tidak 

Secara Tegas dari Etika dan Disiplin Profesi” melihat ketiga aspek tersebut 

memiliki hubungan yang dapat saling menunjang satu sama lain, 

khususnya dalam penyelesaian kasus medik antara dokter dan 

pasien/keluarga pasien (baik dalam ranah hukum perdata, hukum tata 

usaha negara, maupun hukum pidana). Hubungan antara ketiganya (etika, 

disiplin profesi, dan hukum) memiliki variasi sebagai berikut: 

a. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum perdata, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hakim perdata membuka diri terhadap 

kemungkinan untuk digunakannya hasil justifikasi dari perspektif etika 

dan/atau disiplin profesi dalam memutus kasus medik. Pertimbangan-

pertimbangan dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi cenderung 

dibutuhkan dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan apakah 

tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dan menimbulkan kerugian 
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bagi pasien/keluarga pasien, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan 

melawan hukum. Apabila hasil justifikasi dari perspektif etika dan/atau 

disiplin profesi menyatakan bahwa tindakan dokter telah melanggar 

etika dan/atau disiplin profesi, maka hakim akan meminjam 

pertimbangan tersebut (secara utuh) untuk menjustifikasi adanya 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Dengan kata 

lain, terdapat hubungan yang saling menguatkan antara etika dan 

disiplin profesi terhadap hukum. 

b. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum tata usaha negara, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil justifikasi dari perspektif 

disiplin profesi (yang dilakukan oleh MKDKI) terhadap tindakan 

dokter, justru dijadikan sebagai objek sengketa dalam gugatan di 

pengadilan tata usaha negara. Artinya, terdapat intervensi dari 

“hukum” terhadap “disiplin profesi”. Intervensi “hukum” terhadap 

“disiplin profesi” mendalilkan apakah secara prosedur penerbitan hasil 

justifikasi disiplin profesi (yang termuat dalam SK MKDKI dan SK 

KKI) telah sesuai dengan AUPB. 

c. Dalam penyelesaian kasus medik di ranah hukum pidana, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hukum (melalui hakim) membuka 

ruang untuk masuknya pertimbangan-pertimbangan dari perspektif 

etika dan/atau disiplin profesi dalam menyelesaikan kasus medik. 

Hasil justifikasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi (dalam 

bentuk keterangan ahli) dapat dipergunakan oleh hakim dalam 

menentukan ada/tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dokter 

yang diduga sebagai sebuah tindak pidana.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan saran 

penelitian sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada pengemban profesi hakim (khususnya hakim perdata 

maupun pidana): 
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Pertama, hakim harus menyadari bahwa dalam penyelenggaraan 

praktik kedokteran, hukum tidak berdiri sebagai aspek tunggal, melainkan 

juga terdapat aspek-aspek non hukum, yakni etika dan disiplin profesi. 

Eksistensi dari ketiga aspek tersebut seharusnya disadari dan dipahami 

oleh setiap hakim di Indonesia, khususnya ketika dihadapkan pada kasus 

medik antara dokter dan pasien/keluarga pasien. Artinya, sebagai figur 

yang menyuarakan hukum pada para pencari keadilan, hakim (khususnya 

dalam mengadili kasus medik) disarankan  untuk mempertimbangkan 

aspek-aspek di luar hukum dan tidak cukup hanya berpegang teguh pada 

aspek hukum semata untuk menilai benar/salahnya perbuatan dokter. Hal 

ini dikarenakan hakim memiliki keterbatasan kompetensi untuk 

menjustifikasi perbuatan dokter. Maka dari itu, hakim membutuhkan 

asupan informasi dari perspektif etika dan/atau disiplin profesi guna 

menjustifikasi perbuatan dokter (telah sesuai/tidak sesuai disiplin ilmu 

kedokteran maupun standar profesi) agar tercapai putusan akhir yang lebih 

mencerminkan keadilan. 

Kedua, hakim harus lebih memaknai hubungan antara etika, 

disiplin profesi, dan hukum secara holistik dan bijak, karena hubungan 

antara ketiga aspek tersebut memiliki akibat yang berbeda-beda dalam 

praktik peradilan (baik dalam konteks peradilan perdata, peradilan tata 

usaha negara, maupun peradilan pidana). Eksistensi ketiga aspek tersebut 

dalam penyelenggaraan praktik kedokteran jangan dipersepsikan sebagai 

suatu kerumitan yang dapat menghalangi setiap individu dalam upaya 

mencari keadilan. Eksistensi ketiga aspek tersebut justru memiliki 

hubungan yang saling menunjang satu sama lain guna memberikan 

perlindungan bagi masyarakat (sebagai penerima jasa layanan kesehatan) 

maupun bagi dokter (sebagai pemberi jasa layanan kesehatan). 

2. Disarankan kepada pengemban profesi advokat, agar mendahulukan 

penyelesaian kasus medik di MKEK dan/atau MKDKI ketika memberikan 

bantuan hukum kepada pasien/keluarga pasien. Hal ini dimaksudkan agar 

tindakan dokter yang bersangkutan dijustifikasi terlebih dahulu oleh 
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MKEK IDI dan/atau MKDKI, sebelum kasus medik tersebut diajukan ke 

lembaga peradilan. Hasil justifikasi dari perspektif dari MKEK IDI 

dan/atau MKDKI dapat dipergunakan sebagai bukti untuk memperkuat 

dalil adanya perbuatan melawan hukum maupun dugaan tindak pidana 

yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Selain itu, hasil justifikasi 

dari MKEK IDI dan/atau MKDKI dapat digunakan untuk meminimalisir 

peluang gugatan dinyatakan prematur akibat  belum pernah dilakukan 

justifikasi oleh MKEK/MKDKI. 

3. Disarankan kepada pengemban profesi dokter, agar senantiasa 

memperhatikan aspek etika, disiplin profesi, dan hukum dalam 

menjalankan praktik kedokteran. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk 

menjaga marwah profesi dokter, maka sudah seharusnya setiap 

pengemban profesi dokter  menjadikan ketiga aspek tersebut sebagai 

guideline dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Pemahaman 

tentang ketiga aspek tersebut dapat membantu dokter agar terhindar dari 

pelanggaran etika, disiplin profesi, maupun hukum dalam menjalankan 

tugas profesinya. 

4. Disarankan kepada masyarakat luas, agar mendahulukan penyelesaian 

kasus medik ke MKEK IDI dan/atau MKDKI sebelum diajukan ke 

lembaga peradilan. Hasil justifikasi dari MKEK IDI dan/atau MKDKI 

dapat dipergunakan untuk menguatkan dalil gugatan perbuatan melawan 

hukum. 

5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian mengenai 

hubungan etika, disiplin profesi, dan hukum dalam profesi medik lainnya, 

serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap praktik peradilan agar dapat 

mengembangkan ilmu hukum kesehatan. 
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